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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi. Salah 

satu indikator terlaksananya prinsip demokrasi di Indonesia ialah terselenggaranya 

pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan asas 

kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan 

kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.1 Pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil2 yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pemilihan umum. 

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia 

yang berkaitan dengan hak pilih. Hak pilih pada dasarnya merupakan bagian dari hak 

berpolitik, dimana terdiri dari hak memilih dan dipilih. Hak berpolitik sendiri telah 

dimuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dilihat dari segi 

konstitusionalitas, pengaturan mengenai hak pilih diatur dalam Pasal 28D ayat (3) 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap 

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.3 

Sedangkan di dalam produk Undang-undang, dapat dilihat mengenai pengaturan  hak

                                                             
1 Syamsudin Haris, Struktur , Proses dan Fungsi Pemilihan Umum : Catatan Pendahuluan, 

dalam Syamsudin Haris (ed), Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

dan PPW-LIPI,1998, hlm 8-9. 
2 Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan: Pemilihan umum 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 
3  Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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pilih pada Pasal 25 huruf (b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Convenant on Civil and Political Right (Konvenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi “Setiap warga negara 

harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memilih dan dipilih pada 

pemilihan umum”.4 Dengan demikian, pengaturan mengenai hak politik tersebut 

merupakan jaminan dari negara agar terlaksananya hak pilih warga negara di dalam 

pemilihan umum yang demokratis. 

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sering terjadi permasalahan 

berkaitan dengan hak pilih, dimana hak pilih masyarakat Indonesia sering mengalami 

pembatasan, pengurangan atau bahkan terjadi penghilangan hak pilih. Adanya 

permasalahan terhadap penghilangan hak pilih merupakan salah satu bentuk  

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penghilangan hak pilih masyarakat juga 

merupakan salah satu bentuk perbuatan kejahatan dalam pelaksanaan pemilihan umum.  

Perbuatan penghilangan hak pilih masyarakat dikatakan sebagai perbuatan 

kejahatan dikarenakan secara perbuatan atau perilaku (actus reus) penghilangan hak 

pilih telah memenuhi klasifikasi perbuatan yang dianggap jahat melalui konsep mala 

in se dan mala prohibita.Kejahatan yang termasuk dalam kelompok mala in se adalah 

perbuatan yang tercela secara moral (melanggar kaidah moral) masyarakat.5 

Sedangkan kejahatan yang termasuk mala prohibita adalah perbuatan yang tidak 

                                                             
4 Pasal 25 huruf  b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Convenant On Civil and Political Right. 
5 Frank E Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal, Jakarta: 

Kencana Prenamedia Group, 2013, hlm 9. 
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dipandang buruk dengan sendirinya, namun merupakan pelanggaran karena hukum 

mendefinisikan demikian.6 Penghilangan hak pilih termasuk perbuatan yang melanggar 

hak-hak moral masyarakat karena hilangnya hak masyarakat untuk memilih yang 

sejatinya telah dijamin oleh negara dan sekaligus penghilangan hak pilih merupakan 

suatu bentuk perbuatan yang memang telah diklasifikasikan oleh pembuat Undang-

undang sebagai perbuatan jahat yang melawan hukum dalam pemilihan umum. Oleh 

karena itu tindakan penghilangan hak pilih merupakan bagian perbuatan tindak pidana, 

dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana. 

Perbuatan penghilangan hak pilih tersebut merupakan bagian perbuatan 

kejahatan yang terkategori sebagai delik tindak pidana pemilu. Menurut Djoko 

Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun 

organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi 

atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-

undang.7 Tindak pidana pemilu mengenai penghilangan hak pilih  dapat di lihat melalui 

undang-undang pemilu. 

Perkembangan produk Undang-undang Pemilu selalu bersifat dinamis. Setiap 

mendekati proses penyelenggaraan pemilu maka Undang-undang tersebut akan selalu 

diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perubahan dinamika pemilu yang selalu 

berbeda setiap 5 (lima) tahun sekali. Begitu pun dengan kategori delik tindak pidana 

pemilu yang juga berubah dalam pengaturan undang-undang pemilu. Namun apabila 

                                                             
6 Ibid 
7 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,  hlm 1. 
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dikaji secara yuridis historis dari perkembangan tindak pidana pemilu, maka perbuatan 

tindakan penghilangan hak pilih dalam perkembangan peraturan perundang-undangan 

pemilu tetap dimasukkan sebagai rumusan delik tindak pidana pemilu. Hal ini dapat 

dilihat pada rumusan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD dan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana tindakan penghilangan hak 

pilih dikategorikan sebagai rumusan delik tindak pidana pemilu. 

Pengaturan delik tindak pidana pemilu telah dimuat di dalam Pasal 476 sampai 

Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga 

terkhusus mengenai perbuatan penghilangan hak pilih diatur secara eksplisit di dalam  

Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak 

pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. 

 

Hadirnya regulasi yang mengatur perbuatan tindak pidana penghilangan hak 

pilih pada pemilihan umum merupakan sarana preventif dan represif yang dilakukan 

oleh negara untuk menjamin agar hak pilih masyarakat dapat tersalurkan dalam 

pemilihan umum dan untuk memberikan efek jera berupa pemberian sanksi pidana 

terhadap segala tindakan atau perilaku yang dapat menghilangkan hak pilih masyarakat 

Indonesia. Hal tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan iklim pemilihan 

umum yang jujur, adil, dan berintegritas. Sehingga pemilihan umum yang nantinya 
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berlangsung memang benar-benar akan mencerminkan pemilihan umum yang 

demokratis. 

 Harapan pemerintah tersebut seakan belum terwujud, ketika fakta mengatakan 

bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 masih menimbulkan 

sebuah sekelumit masalah. Salah satu masalah yang bisa dilihat ialah adanya kasus 

penghilangan hak pilih yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Palembang. Permasalahan ini diawali oleh temuan Panwascam (Panitia 

Pengawas Kecamatan) Ilir  Timur II Kota Palembang, bahwa terdapat kekurangan surat 

suara Presiden dan Wakil Presiden di beberapa TPS di Kecamatan Ilir Timur II Kota 

Palembang.8 Berdasarkan temuan tersebut, Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Ilir 

Timur II Kota Palembang mengirimkan Surat Nomor:174 /PPK-IT.II / 

pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 21 April 2019, perihal usulan agar dilaksanakan 

pemungutan suara ulang (PSU) di 68 TPS di wilayah Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang yang ditujukan kepada ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kota 

Palembang, dan Surat Nomor :  175 /PPK-IT.II / pemilu/Srt/IV/2019, tanggal 22 April 

2019, perihal usulan tambahan pelaksanaan pemungutan suara ulang.  

Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilih 

Kecamatan (PPK) Ilir Timur II Kota Palembang untuk melakukan pemungutan suara 

ulang hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di 

                                                             
8 Iggoy El Fitra, Komisioner KPU di Tetapkan Sebagai Tersangka di Palembang, Preseden 

Buruk bagi Penyelenggara Pemilu, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48661483, 

pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.20 WIB. 

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48661483
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31 TPS dari 68 TPS di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Atas tindakan 

tersebut, menyebabkan sejumlah besar masyarakat di 37 TPS Kecamatan Ilir Timur II 

Kota Palembang yang tidak difasilitasi pemungutan suara ulang oleh KPU Kota 

Palembang mengalami kehilangan hak pilih. Penghilangan hak pilih tersebut membuat 

pihak KPU Kota Palembang dilaporkan ke Polresta Palembang dengan nomor polisi 

LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA atas dugaan tindak pidana pemilu penghilangan 

hak pilih. Pihak KPU yang dilaporkan yaitu Eftiyani (Ketua KPU), Yetty Oktarina 

(Komisioner KPU), Abdul Malik (Komisioner KPU), Alex Barzili (Komisioner 

KPU), dan Syafarudin Adam (Komisioner KPU). 9 

 Berdasarkan laporan tersebut pihak Komisioner KPU Kota Palembang dituntut 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai berikut :  

1. Menuntut pihak  Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 2. 

ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 3. 

SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 

4. ABDUL MALIK,SH BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 5. Dr. YETTY 

OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan 

sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya sebagaimana 

                                                             
9 Reza Gunadha, Hilangkan Hak Pilih, Ketua dan Empat Anggota KPU Palembang di Vonis 

Penjara, diakses dari https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-dan-

4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB. 

https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-dan-4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara
https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-dan-4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara
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diatur dan  diancam pidana dalam Pasal 510 UU No.7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EFTIYANI,SH BIN SANIP, 

Terdakwa 2.ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, 

Terdakwa 3.SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), 

Terdakwa 4.ABDUL MALIK,SH BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa 

5.Dr. YETTY OKTARINA,SP.MSi BINTI A.RACHMAN dengan 

pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta 

rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara. 

 Atas tuntutan tersebut, kasus dugaan tindak pidana pemilu penghilangan hak 

pilih disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Palembang. Hingga pada akhirnya Hakim 

Pengadilan Negeri Kota Palembang dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg 

memutuskan sebagai berikut : 

1.   Menyatakan Terdakwa I, EFTIYANI,SH BIN SANIP, Terdakwa 

II, ALEX BERZILI,S.SAI bin H.SAHRUL BERMAWI, Terdakwa 

III, SYAFARUDIN ADAM BIN ROZALI HAROM (ALM), Terdakwa 

IV, ABDUL MALIK,S.H.I BIN SYAFEI USMAN, Terdakwa V, Dr. 

YETTY OKTARINA,SP., MSi BINTI A.RACHMAN telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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penyelenggara pemilu dengan sengaja menyebabkan orang lain 

kehilangan hak pilihnya yang dilakukan secara bersama-sama; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; 

3.   Menetapkan pidana itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari 

ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum 

lewat masa percobaan 1 (satu) Tahun telah melakukan perbuatan yang 

dapat dihukum; 

4. Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing-

masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 

penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;10 

  Terbitnya putusan tersebut membuat para pihak terdakwa merasa tidak puas 

terhadap putusan hakim yang ada. Hingga pada akhirnya pihak terdakwa mengajukan 

banding ke Pengadilan Tinggi Kota Palembang. Berdasarkan Putusan Nomor 

135/PID/2019/PT.Plg di Pengadilan Tinggi Kota Palembang memutuskan untuk 

menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 

1071/Pid.B/2019/PN.Plg. 

                                                             
10 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg 
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  Berdasarkan putusan tersebut, maka terlihat bahwa para terdakwa yaitu pihak 

Komisioner KPU Kota Palembang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum penghilangan hak pilih masyarakat 

di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Walaupun dalam pelaksanaan proses 

hukum terjadi proses banding, namun majelis hakim tetap menyatakan bahwa pihak 

Komisioner KPU Kota Palembang bertanggung jawab atas tindakan yang tidak 

melaksanakan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) 

sehingga berakibat pada hilangnya hak pilih masyarakat, sehingga tindakan tersebut 

merupakan bagian dari tindak pidana pemilu penghilangan hak pilih.

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat  penelitian 

dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN 

PENGHILANGAN HAK PILIH OLEH KOMISONER KPU KOTA 

PALEMBANG (Studi Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi pidana 

dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan tindakan 

penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih 

oleh Komisioner KPU Kota Palembang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah 

untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut 

sehingga dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim mengenai pemberian 

sanksi pidana dalam Putusan Nomor  1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan 

dengan tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota 

Palembang.  

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan 

hak pililh oleh Komisioner KPU Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana 

mengenai  pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak 

pililh oleh Komisioner KPU Kota Palembang. 

b. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi 

penulis serta mahasiswa hukum pada umumnya berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana tindakan  penghilangan hak pililh oleh 

Komisioner KPU Kota Palembang. 
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c. Diharapkan penilitian ini dapat menjadi sebuah referensi bagi yang 

berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dengan adanya penilitian ini dapat dimanfaatkan oleh para 

pihak baik akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya sebagai 

pedoman untuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap 

penghilangan hak pilih yang terjadi pada tindak pidana pemilu. 

b. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini menjadi pengingat bagi 

aparat penegakan hukum dalam menangani permasalahan tindak pidana 

pemilu terhadap penghilangan hak pilih. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim 

 Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan 

pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai 

undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai 

intervensi baik eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

secara profesional kepada publik (the truth and justice).11 Sudikno 

Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan 

hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang itu oleh Undang-

                                                             
11 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 

2001,hlm 25-27 
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undang, berupa ucapan dalam dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.12 

Menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai 

dasar dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu : 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut  atau berkaitan dengan 

perkara yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan 

korban atau kepentingan penggugat dan pihak tergugat.13 

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi 

“Penjatuhan putusan hakim oleh hakim merupakan diskresi atau 

kewenangan yang merupakan bagian diskresi dalam penjatuhan 

putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman 

yang wajar  bagi setiap pelaku tindak pidana”, hakim akan melihat 

keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh 

                                                             
12 Gress Gustia Adrian Pah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak 

Pidana Korupsi”, e-Journal Lentera Hukum, April 2014, hlm 36. 
13 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : 

Sinar Grafika, 2010, hlm 105. 
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hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink 

atau instiusi daripada pengetahuan dari hakim.14 

c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas 

dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu 

pengetahuan hukum dan juga wawasan pengetahuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.15 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya 

sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimiliki seorang hakim 

dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dari kasus pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun 

masyarakat.16 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang di sengketakan  kemudian mencari peraturan 

                                                             
14 Ibid, hlm 106. 
15 Ibid, hlm 107. 
16 Ibid, hlm 108. 
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perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang di 

“sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berpakara”.17 

2. Pertanggungjawaban Pidana 

Dilihat dari sisi hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban 

pidana,bahasa belanda menyebutnya dengan istilah toerekenbaarheid, dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan istilah criminal responsibility atau criminal 

liability. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan 

apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana 

adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan 

atau dipidana. “Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan 

sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana 

dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena 

perbuatannya itu”.18   

 Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 

tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang 

                                                             
17 Ibid, hlm 110. 
18 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, 

Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, hlm 33. 
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dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang 

oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil19. Sedangkan yang 

dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan 

terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang 

yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.20 

 Apabila dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana maka beban 

pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana 

berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan 

memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan 

yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum dan adanya kesalahan, 

namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam 

dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan 

bertanggung jawab seseorang.  

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana telah 

mengalami banyak perkembangan sejak diakuinya badan hukum 

(rechtpersoon) sebagai bagian dari subjek hukum pidana disamping manusia 

sebagai pribadi kodrati (natuurlijke persoon). Semenjak diakuinya badan 

hukum (rechtpersoon) sebagai subjek hukum maka konsep 

pertanggungjawaban pidana  harus dapat disesuaikan agar badan hukum dapat 

dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana. 

                                                             
19 Ibid, hlm 34. 
20  Ibid 
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Secara teoritis terdapat tiga teori dalam sistem pertanggungjawaban 

pidana dalam mengkaji subjek hukum khususnya badan hukum yaitu : 

a. Teori Identifikasi 

 Teori identifikasi merupakan sejumlah perbuatan yang 

dilakukan oleh badan hukum yang melakukan sejumlah delik secara 

langsung melalui orang-orang  yang sangat berhubungan erat dengan 

korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri.21 Dalam 

keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena 

itu, pertanggungjawaban badan hukum tidak bersifat 

pertanggungjawaban pribadi.22  

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan 

anggota dari badan hukum, selama tindakan itu berkaitan dengan 

badan hukum, dianggap sebagai tindakan dari badan hukum itu 

sendiri.23 Teori ini juga berpandangan bahwa anggota tertentu dalam 

sebuah badan hukum dianggap sebagai “directing mind” atau “alter 

ego”. Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian akan 

dikaitkan dengan badan hukum. Jika individu itu kemudian diberikan 

kewenangan untuk bertindak  atas nama dan selama menjalan badan 

                                                             
21 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm 160. 

 
22 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2002 ,hlm 154. 
23  Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11 Tahun 

1999, hlm 35. 
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hukum, maka mens rea para individu itu merupakan mens rea badan 

hukum.24 

b. Teori Strict Liability 

Strict liability25 diartikan sebagai suatu perbuatan pidana 

dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku 

terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict liability merupakan 

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (liability without fault), 

yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat di pidana 

jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang 

telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh 

sikap batin si pelaku.26  

 Dengan demikian konsep strict liability merupakan suatu 

perbuatan pidana yang hanya membutuhkan dugaan atau 

pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut adanya 

sebuah pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Jadi tidak 

dipersoalkan adanya mens rea, karena unsur pokok strict liability 

                                                             
24 Dwidja Priyono, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di 

Indonesia, Bandung : Utomo, 2004, hlm 89. 
25 Konsep Strict Liability merupakan konsep yang ada dalam sistem hukum Common Law. 

Pada mulanya sistem pertanggungjawaban tersebut diterapkan dalam kasus-kasus perdata. Namun dalam 

perkembangannya, konsep strict liability juga diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang 

dianggap membahayakan kepentingan sosial seperti narkotika, pelanggaran lalu lintas, makanan dan 

lain-lain. Dikutip Mahrus Ali dari Sue Titus Reid, Criminal Law, Third Edition, Englenood Cliffs, New 

Jersey, USA,1995,hlm 414. 
26 Mahrus Ali, Op.cit, hlm 163. 
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adalah actus reus (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan actus 

reus (perbuatan) bukan mens rea (kesalahan). 

c. Teori Vicarious Liability 

Teori vicarious liability adalah suatu konsep pertanggung 

jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti 

sesuatu tindakan yang dilakukan masih berada dalam ruang lingkup 

pekerjaannya.27 Dengan demikian pertanggungjawaban sesorang 

dalam doktrin ini dapat berlaku apabila memenuhi syarat utama yaitu 

perbuatan seseorang harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa 

seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut di 

pidana atas kesalahannya itu. Kemudian harus adanya suatu 

hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan, 

misalnya hubungan antara atasan dan bawahan. 

3. Teori Tujuan Pemidanaan 

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan (vergeldings theorien) 

 Teori ini bertitik tumpu bahwa pidana merupakan tuntutan 

mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi 

keharusan sehingga haikikat suatu pidana ialah pembalasan28. Dasar 

                                                             
27 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990, 

hlm 28. 
28 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hlm 31. 
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pembenar dari penjatuhan pidana itu pada penjahat. Negara berhak 

menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakuakan pelanggaran 

hukum, penyerangan hak dan kepentingan hukum 

(pribadi,masyarakat,atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-

undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal 

dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.29 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien) 

 Teori relatif atau teori tujuan berpijak pada dasar bahwa pidana 

adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam kehidupan 

masyarakat. Tujuan pidana adalah menciptakan tata tertib 

masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan 

pidana.30 

c. Teori Gabungan (verenigingstheorien) 

 Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka 

timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa 

pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan 

mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara 

kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa 

mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada 

                                                             
29 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2002, hlm.158. 
30 Ibid, hlm.161. 
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asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyaraakat dengan 

kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori 

gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar ,yaitu 

sebagai berikut:31 

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, 

tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari 

apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya 

dipertahankannya tata tertib masyarakat. 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 

pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 

dilakukan terpidana. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis dengan tujuan 

agar penulisan penilitian ini akan menjadi lebih jelas, terstruktur, dan tidak 

menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berkenaan dengan hal ini, penulis menitik beratkan ruang lingkup penelitian pada 

dua bentuk permasalahan yaitu analisis pertimbangan hakim mengenai pemberian 

sanksi pidana terhadap penghilangan hak pilih dalam Putusan Nomor  

1071/Pid.B/2019/PN.Plg berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan 

                                                             
31 Ibid, hlm 162. 
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pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisioner 

KPU Kota Palembang. 

G. Metode Penelitian 

 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya.32 

 Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang berguna 

untuk mencapai tujuan penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metedologis dan konsisten.33 Oleh karena itu dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang diterapkan  dalam penulisan ini adalah penelitian 

hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap 

permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam 

kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum 

(membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum 

(praktik yudisial).34 Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mendekati 

                                                             
32 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo,2007, hlm 38. 
33 Zainuddin Ali,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm 17. 
34 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm 84. 
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masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum normatif.35 Melalui 

penelitian yuridis normatif ini, maka penulis akan menguraikan, atau 

menggambarkan secara rinci, sistematis, dan komprehensif tentang 

pertanggungjawaban pidana tindakan penghilangan hak pililh oleh 

Komisioner KPU Kota Palembang. 

2.  Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).36 

Artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan kasus hukum yang sedang ditangani, yaitu berkaitan dengan analisis 

pertimbangan hakim terhadap pemberian sanksi pidana terhadap 

penghilangan hak pilih dalam Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Plg dan 

sekaligus mengetahui pula pertanggungjawaban pidana terhadap 

penghilangan hak pilih oleh Komisioner KPU Kota Palembang. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

 Untuk penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data 

sekunder dengan pertimbangan data dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi 

oleh waktu dan tempat dan data tersebut telah dalam keadaan siap (ready-

made). Pada data sekunder yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

                                                             
35 Haliman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: 

Mandar Maju, 1995, hlm 60-63. 
36 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing,2006, hlm. 295. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang artinya mempunyai otoritas berkaitan dengan obyek 

yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.37 Bahan hukum 

primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya dalam penelitian 

ini seperti : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum 

4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

1071/Pid.B/2019/PN.Plg 

5) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 

135/PID/2019/PT.Plg 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti bahan yang berupa buku-

                                                             
37 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 181. 
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buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan 

pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pemilu. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan 

sebagainya.38 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Cara yang digunakan dalam 

melaksanakan studi kepustakaan (library research) tersebut adalah dengan 

melakukan kompilasi data, klasifikasi data yang diperoleh dari bahan hukum 

primer, sekunder maupun tersier untuk selanjutnya dilakukan analisis data 

serta penyusunan kerangka simpulan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang 

diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan 

sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif 

dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah 

dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal 

                                                             
38 Ibid, hlm 141. 
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yang bersifat khusus untuk menggambarkan pertanggungjawaban pidana 

tindakan penghilangan hak pilih oleh Komisoner KPU Palembang. 

6. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan 

suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

rasional).39

                                                             
39 Bahrer Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm. 37. 
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https://www.suara.com/news/2019/07/12/165159/hilangkan-hak-pilih-ketua-

dan-4-anggota-kpu-palembang-divonis-penjara, pada tanggal 29 Agustus 2019 

pukul 13.30 WIB. 
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